
GUBERNI.JR SUMATERA IJTAR"A

Menimbang : a.

PERATURAI{ GUBERIST'R SIII}IATERA UTARA
ilOMOR 3 TAIIUN 2O1g

TEITTAISG

TIM PAKAR GUBERITUR SUMATERA UTARA

DENGAN RAlIll{AT TttHAN YA$c I}IA'IIA ESA

GUBERITUR ST'MATERA UTARA,

bahwa berd,asarkan Pasal 25 huruf e und,ang-Undanlg r!{omor
32 Tahun 2aa4 tentang Pemerintahan Daerah sebqgerirnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Llr:r.dang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan Keduar Atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang pemerirrlahan
Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyrai tugas
dan w'ewenang salah satunya unfuk mengulp€ryakan
terlaksananya kew4iiban daerah ;

baliwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelancsii:rnaan
tugas Gubernur dalam men5relenggarakan r:iirusan
pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyaral<ert dan
pelayanan publik, perlu dibentr.lk Tim Pakar G'ul:,.ernur
sebagai Lembaga Non Struktural, yeng bertugas rilntuk
memberikan saran, nasehat dan pertimbangan llepada
Gubernur dalam pengambilan kebij akan atas penyelen ggir;araan
urusan-urusan Pemerintahan di daerah;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri lilomor
O6L/3629/$J tanggal L4 Oktober 2AOg hat pembenrLukan
Kelompok Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Utara., 1>erlu
menindaklanjuti pembentukan Tim Pakar Gubernur Sun urtera
Utara;

bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebag;aintana
dimaksud dalam huruf a, liuruf b, Aatt huruf ci, grcrlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Pakar Gutrernur
Sumatera Utara;

Und,ang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembe:n Lr.rkan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pe,rarturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran l\legara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnl,ie*ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokoli-tl:t<rkok
Kepegawaian {Iembaran Negara Republik Indonesia '1. ahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara ReSrrnblik

Mengingat : L.
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Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah cl.,erngan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti 'Ur rrlang-
Undang Nomor I Tahun t974 tentang Poko,k lFnkok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaL llahun
1999 Nomor 169, Tambahan l,embaran Negara lllepublik
lndonesia Nomor 3890) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Krer:iia.ngan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Taxnbahan Lembaran Negara Republik Indlr:rnesia
Nomnr a2861 ;

Undang Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Pemberrtukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara l?e,leublik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 53, Tambahan Lenrtraran
Negara Republik Indonesia Nomor a-389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerilr.lahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Taht-rrr 2OA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.r:rnesia
Nomor 4437r,, sebagaimana telah. diubah beberapri,i kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahu:n 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nom.rlr 32
Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (Len:rlLraran
Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lerr:Lllraro"n
Negara Republik Indonesia Nomor 4E4a |;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbrr,ungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah LlreLerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4l lilomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesitl lilrcmor
aa3fl;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tc,nrtang
Pembentukan Daerah Propinsi {Lernbaran Negara Fle.i:rr-rb1ik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 1988 tt:nLtailg
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lern baran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Norno::' 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Jlr>mor
3s73);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 terrtang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenig€r.rraan
Pemerintahan Daerah {Lembarran Negara Flet:nrblik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lernrbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593) ;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan atttara Pemeriirrtah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Ilirerah
KabupatenlKota {Lembaran Negara Republik Indtrtresia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran |rl6,garo
Republik Indonesia Nomor a7371 ;
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11.. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AAT t,:)lttang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara lRepublik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan l*nrrbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47a\ ;

12.Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2010 tenta.ni;1 Tata
Cara pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kectur:lukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di V, iilayah
Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia l'ahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara lRerlrublik
Indonesia Nomor 5107 ) sebagaimana telah diubah ciengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OII tl::rrtang
Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2OlO trrr:rrtang
Tata Cara Pelaksanaan tr.lgas dan wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Perne r:lntah
di wilayah Provinsi {Lembaran Negara Republik Ind r:r:nesia
Tahun 20 1 1 Nomor aa \;

l3.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang t.l:rusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Stmrr;atera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera UtareL 'llirhun
2OO8 Nomor 6 Tambahan Lernbaran Daerah P:rr:vinsi
Sumatera Utara Nomro 6 ) ;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2AO8 tentang Or,gei,nLisasi
dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 1,)r:wan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera tJtara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun l20OB
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surrtiatera
Utara Nomor 7);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PAKAR GUETE;IRNUR
SUMATERA UTARA.

BAB I
K TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daera-h adalah Provinsi Sumatera Utara .

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai t.lnsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahzu'r. oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurull asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-.lu.irsnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seba€iaj:nlana

2.

3.



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia llahun
1945 .

4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD irLrialah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai'Llnsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dlalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretanat Daerrer,hr dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dirnas Daerah, dan Ler:rrbaga
Teknis Daerah, dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit D irerah,
serta Lembaga [,ain.

6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selan iutnya
disebut Gubsu.

7. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Surrratera
Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.

8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sur rratera
Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.

9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara.

10. Ahli adalah orang yang mahir atau sangat paham dalam suattt ilmu
(kepandaian).

1 1. Tim/Kelompok adalah suatu kelompok yang tugasnya mernbr::r:ikan
pertimbangan kepada seseorang/ individu sebelum penetapan keprttusan
yang pasti dibuatl dilakukan.

12. Pakar adalah seseorang yang ahli dan dianggap sebagai sumber tetp,r:lisy*
atas teknik maupun keahlian tertentu secara baik dan benar.

13. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan, nntuk
mengambil sikap, tindakan dan keputusan tertentu.

t4. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk pc:rt'rturan
perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksarrakan
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr dan sifatnya mengatilr.

BAB II
PEMBEITTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Tim Pan<ar Gubernur Sun:i'iltera
Utara, terdiri dari :

a. Tim Pakar Gubernur Unsur Cendekiawan ;

b. Tim Pakar Gubernur Unsur Budayawan .
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BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUI{GSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Tim Pakar Gubenur berada dan berkedudukan
bertanggungjawab kepada Gubernur.

Tim Pakar Gubernur berkedudukan di Kantor Gubernur.

Bagian Ketiga
F.ungsi

Pasal 5

Tim Pakar Gubernur menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan membantu pembahasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
peraturan perundang-undangan;

dibawia.h dan

masalah ,:lalam
sesuai kerte n.tuan

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Tim Pakar Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, nasiha i dan
pertimbangan kepada Gubernur dalam pengannbilan kebijaka:n atas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah.

(1)

{2t

t3)

(4)

b. penyelenggaraan pemberian masukan, saran, nasihat dan
pertimbangan kepada Gubernur yang terkait d r:ngan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daeralh ;

c. penyelenggaraan pembahasan pelaporan Gubernur, sesuai l,ridang
tugas dan fungsinya ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pakar Gubernur rrajib
memberikan masukan saran, nasihat dan pertimbangan k epada
Gubernur diminta atau tidak diminta.

Masukan, saran, nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksuid pada
ayat (2t disampaikan baik secara perorangan maupun sebaS;ai satu
kesatuan dari seluruh Tim Pakar Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pakar Gubernu:r 1"idak
dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan dar,/atau
menyebarluaskan isi masukan, saran, nasihat dan pertimbangan k::pada
pihak manapun.



BAB IV
I(EANGGOTAAII
Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 6

(1) Tim Pakar Gubernur terdiri dari 7 (tujuh) orang dan minimal 5 (lima) orang
yang diangkat/ ditetapkan dari :

a. Cendekiawan;
b. Budayawan.

(2) Ketua Tim Pakar dapat diljabat secara bergantian diantara anggotba yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Syarat-syarat pengangkatan Tim Pakar Gubernur :

a. Bertakwa kepada T\:han Yang Maha Esa ;
b. Warga Negara Indonesia ;

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang - Undarrg <lasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

d. Bersifat kenegarawanan ;

e. Sehat jasmani dan rohani ;
f. Jujur, adil dan berkelakukan baik dan tidak tercela ;

g. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan puitusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

h. Mempunyai keahlian tertentu dibidang pemerintahan dan spesriLlikasi
khusus.

Pasal 8

(1) Tim Pakar Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur .

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Tim Pakar Gul,x:rnur
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

(3) Tim Pakar Gubernur diberhentikan dari jabatannya karena :

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tig,a) bulan secara ber turut-
turut;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada F irsal 5
ayat {3) ;

e. alasan lain yang ditentukan oleh Gubernur.



(1)

Pasal 9

Tim Pakar Gubernur tidak boleh merangkap jabatan sebagai :

a. Pejabat Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangaru:,
b. Pejabat Struktural pada Instansi Pemerintah;
c. Pejabat Struktural pada Perguruan Tinggr baik Negeri miirruplln

Swasta, pimpinan Organisasi profesi badan usaha milik
Negara/Daerah, Pimpinan Yayasan, badan usaha milik SweLstt,ia. dan
pimpinan partai politik.

Masa kerja TIM Pakar Gubernur bersamaan dengan masa beralcihirnya
jabatan (periode) Gubernur dan/atau berakhir karena diberherr:rtikan
Gubernur.

Gubernur memberhentikan sementara anggota Tim Pakar GubernLur yang
didakrva melakukan tindak pidana yang diancam hukuman llidana
penjara.

BAB V
MEI(ANISME KER-IA

{,21

(3)

(1)

(21

(3)

Pasal 10

Tim Pakar Gubernur langsung mendapat
Gubernur.

Tim Pakar Gubernur bertanggungiawab
langsung kepada Gubernur.

Tim Pakar Gubernur tidak
konsultatif terhadap Satuan
Pemerintah Provinsi.

perintah tugas/kegiata::rL dari

dan menyampaikan lap'oran

melakukan hubungan koordinatili dan
Kerja Perangkat Daerah di linE;krrrngan

(1)

(2t

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Tim Pakar Gubernur dibebankan pada Anggaran Penrlapatan
dan Belanja Daerah .

Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Tim Pakar Gubernur ditempatkanr pada
Biro Umrrm Setdaprovsu yang dikelola sesuai ketentuan pera,1;'uran
perundang-undangan .

Honorarium Tim Pakar Gubernur akan diatur dan ditetapkan dr:ngan
Keputusan Gubernur.

(3)



BAB VII
KETEilTUAN PETTUTUP

Pasal 12

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakar Gubernur di.krantu
aleh 2 (dua) orang petugas Ketatausahaan dari Pegawai Negeri Si:pil yang
difasilitasi oleh Biro Umum Setdaprovsu dan ditetapkan dengan Kepr,Ltusan
Gubernur.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakar Gubernur di.leri:rlgkapi
dengan sarana perkantoran dan unsllr pendukung tugas, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peri,rtrrran
Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Surr:r,atera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februan2OLS

Plt. GUBERI{UR SUMATERA UTARiI\,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
Pada t ttgg.t zte ftl}x"v,rnr t"CIl?

SEKRETARIS DAERAH PROVTNSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 
,.V


